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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN 

Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata  agama  pada  tingkat

pertama  telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara  cerai  talak

antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir ,  Magetan, 04 Apri l

1952, agama  Islam,pendidikan  SLTP, pekerjaan  xxxxxxxxx

xxxxxx  xxxx  xxxxxxxxx,   bertempat tinggal di  KABUPATEN

MAGETAN,;  

Pemohon;

                                   Lawan

TERMOHON, NIK , tempat  dan tanggal  lahir ,  Magetan, 04  April  1968,

agama  Islam,pendidikan  SLTA,  peker jaan  xxxxxxxxx xxxx,

bertempat tinggal di RT.004  RW.002  Desa  Simbatan

Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat  permohonannya tanggal  02 Januari

2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor

10/Pdt.G/2025/PA.Mgt,  tanggal  02  Januari  2025, dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  telah  menikah  sah menurut  agama

Islam pada tanggal 14 Oktober 2001, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX , Kabupaten Magetan

sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  XXXXXX tanggal
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14 Oktober 2001, dan saat menikah status  Pemohon  duda dan Termohon

bersetatus janda;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon  telah

hidup  bersama  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  tinggal  bersama

dirumah milik Termohon di XXXXXXXX ; 

3. Bahwa  selama  membina  perkawinan  tersebut Pemohon  dan  Termohon

sudah  melakukan  hubungan  suami  istri  (Ba'da  Dukhul)  dan  dikaruniai  1

orang anak bernama XXXXXXXX , Lahir di Magetan pada bulan September

2002,  Pendidikan  SLTA,  Pendidikan  belum  bekerja  (perempuan)  tinggal

bersama Termohon ;  

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga  Pemohon dan  Termohon  berjalan

tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2020 rumah

tangga  Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena  Termohon  tidak  mau  diajak

tinggal  bersama  dirumah  orang  tua  Pemohon  tanpa  alasan  yang  jelas

bahkan Termohon tidak mau diajak untuk sekedar bersilaturahmi kerumah

orang tua Pemohon;

5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya

sejak bulan Januari 2024 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di

Dukuh Kajon KABUPATEN MAGETAN sehingga Pemohon  dan Termohon

pisah rumah selama               1 tahun; 

6. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  telah  di  tempuh  upaya  damai  namun

rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi  dapat

dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah sudah  sulit  dipertahankan

lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar

norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative

terakhir  untuk  menyelesaikan  permasalahan  rumah  tangga  antara

Pemohon dengan  Termohon ;

7. Bahwa  Pemohon  bersedia  membayar  biaya  perkara  yang  timbul  akibat

permohonan Pemohon tersebut;  
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Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut,  Pemohon mohon kepada

Pengadilan  Agama  Magetan,  untuk  berkenan  menerima,  memanggil  dan

memeriksa   Pemohon  dan   Termohon,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan

sebagai   berikut  :  

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Magetan ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai

dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila  Pengadilan  Agama Magetan berpendapat  lain,  mohon putusan

yang seadil-adilnya;

 Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)

Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mgt tanggal 03 Januari 2025 dan tanggal 10 Januari

2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi

dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis  Hakim telah  menasehati  Pemohon agar  berfikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut,  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat

pemohonan  Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  telah

mengajukan bukti-bukti berupa:
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1.Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon  Nomor:

XXXXXXX tanggal 02 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Kabupaten  Magetan,  Provinsi  Jawa  Timur,  bukti  surat  tersebut  telah

diberi  meterai  cukup,  cap  pos  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda

P.1; 

2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 14 Oktober

2001  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  XXXXXXXX   Kabupaten

Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup,  cap  pos  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2; 

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat

tinggal  di  KABUPATEN  MAGETAN,  telah  memberikan  keterangan  di

bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  Pemohon  dan  Termohon  dan  memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;  

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada

tanggal 14 Oktober 2001 di KUA XXXXXXXX  Kabupaten Magetan

Provinsi Jawa Timur; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Pemohon  dan

Termohon  tinggal  bersama  dirumah  milik  Termohon  di  Desa

Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Pemohon  dan  Termohon

dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa mengenai  rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

awalnya rukun dan harmonis,  akan tetapi  saat  ini  Pemohon dan

Termohon telah pisah rumah sejak selama lebih dari 2 tahun  tidak

tinggal serumah lagi;

- Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha
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merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa,  sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit Pemohon dan

Termohon rukun, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai

dengan Termohon; 

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup  untuk merukunkan Pemohon

dan Termohon; 

2. SAKSI  2,  umur  67  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxx,

bertempat  tinggal  di  KABUPATEN  MAGETAN,  di  bawah  sumpah

memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  secara  agama  Islam yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon; 

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami

isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2001 di KUA

XXXXXXXX  Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Pemohon  dan

Termohon  tinggal  bersama  dirumah  milik  Termohon  di  Desa

Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Pemohon  dan

Termohon dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa mengenai  rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

awalnya rukun dan harmonis,  akan tetapi  saat  ini  Pemohon dan

Termohon telah pisah rumah selama lebih dari 2 tahun  tidak tinggal

serumah lagi;

- Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan

dan  merukunkan  Pemohon  dan  Termohon  akan  tetapi  tidak

berhasil;  

-................................. Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi

merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi/Kewenangan

Menimbang  bahwa  perkara  ini  adalah  permohonan  Cerai  Talak yang

termasuk dalam bidang perkawinan  maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40

dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  beserta  penjelasannya, perkara  ini  termasuk  dalam

kompetensi absolut  Peradilan  Agama,  maka  Pengadilan  Agama  Magetan

berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang  bahwa  karena  Termohon  bertempat  kediaman  di  wilayah

yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat

(1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Legal Standing 

Menimbang,  bahwa pokok  perkara  ini  yaitu  permohonan  Cerai  Talak,

terkait  erat  dengan  pihak-pihak  yang  terikat  dalam  pernikahan  yang  sah,

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan

perkawinan  dengan  Termohon  secara  agama  Islam dicatat  pada  Pegawai

Pencatat  Nikah Kantor  Urusan Agama Kecamatan  XXXXXXXX ,  Kabupaten

Magetan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Magetan, oleh karenanya Pemohon

dan  Termohon  memiliki  legal  standing dalam  perkara  a  quo sebagaimana

ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Kehadiran

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi

dan patut,  tidak datang menghadap di  muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa Termohon yang dipanggil  secara  resmi  dan patut

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Dalam Pokok Perkara 

Menimbang  bahwa  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  merupakan

rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan

penegasan  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak

harmonis  karena  sering  berselisih  dan  bertengkar  disebabkan  Termohon

berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah

pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan

talak satu terhadap Termohon;

Analisis Pembuktian 

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya

Pemohon  telah  mengajukan  alat  bukti  berupa  bukti  surat  dan  bukti  saksi

sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti  surat  yang  diajukan  Pemohon

tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu

akta  autentik,  khusus  dibuat  sebagai  alat  bukti,  telah  diberi  meterai  cukup

sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga

alat  bukti  tersebut  telah memenuhi  persyaratan formil  dan harus  dinyatakan

dapat  diterima,  dan secara materiil  dapat  dipertimbangkan karena alat  bukti
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tersebut  memuat  keterangan  yang  menguatkan  dan  relevan  dengan  dalil

permohonan Pemohon; 

Menimbang,  bahwa bukti  P.1  berupa fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk,

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini,

sehingga  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  telah  terbukti  bahwa

Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magetan;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

XXXXXXXX Tanggal 14 Oktober 2001) merupakan akta otentik yang berdaya

bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon

telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di KUA XXXXXXXX

Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, dan telah sesuai dengan ketentuan

Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon

dengan  Termohon  telah  mempunyai  hubungan  dan  kapasitas  hukum  untuk

menjadi  pihak  dalam  perkara  ini  (persona  standi  in  judicio),  karenanya

Pemohon  mempunyai  kualitas  untuk  mengajukan  tuntutan  dalam  sengketa

bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon di

persidangan,  setelah  diperiksa  oleh  Majelis,  ternyata  saksi  pertama  adalah

saudara sepupu dan saksi kedua adalah tetangga, kedua orang saksi tersebut

telah  dewasa  atau  cakap  hukum sebagaimana  ditetapkan  Pasal  1912  KUH

Perdata,  dan telah disumpah sesuai  kehendak Pasal  147 HIR, maka kedua

orang  saksi  tersebut  memenuhi  syarat  formil  saksi  sehingga  dapat  diterima

sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut

mengenai dalil  permohonan Pemohon adalah hal yang diketahui dan dialami

sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  setelah  diperiksa  oleh  Majelis,  ternyata  saksi

tersebut terdiri  dari  dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan

secara contrario oleh Pasal 169 HIR, keterangannya saling bersesuaian satu

sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, menurut pendapat Majelis

saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
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tinggal bersama sejak selama kurang lebih 2 tahun, dan dapat dikatakan telah

mendukung  dalil  permohonan  Pemohon,  oleh  karena  itu  dalil  permohonan

Pemohon telah terbukti di persidangan;

Fakta Hukum

           Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Cerai talak Pemohon dan

bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, terbukti fakta hukum

sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  telah  menikah  dengan  Termohon  pada  tanggal  14

Oktober 2001 di KUA Kecamatan XXXXXXXX , Kabupaten Magetan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

1 orang anak;

3. Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  yang  pada  awalnya

harmonis,  akan  tetapi  selama  lebih  dari  2  tahun  antara  Pemohon  dan

Termohon pisah rumah  sampai sekarang;

4. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon  untuk  rukun  kembali  dalam  rumah  tangga  akan  tetapi  tidak

berhasil;

Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata

Pemohon dan  Termohon  sudah  tidak  tinggal  satu  kediaman selama kurang

lebih  2 (dua)  tahun  terakhir  dan  selama  itu  pula  hingga  sekarang  antara

Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin,

sehingga walaupun ihwal dan faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran

antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti seluruhnya secara pasti melalui

keterangan para saksi namun dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan

Termohon  telah  pecah,  yang  ditandai  dengan  unsur  perpecahan  antara

keduanya yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  379 K/AG/95 tanggal 26 Maret

1997 yang menyatakan ”suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak
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ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan

pecah;

Menimbang,  bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian

bukanlah matrimonial guilt akan tetapi broken marriage oleh karenanya tidaklah

penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah

yang  menyebabkan  timbulnya  perselisihan  dan  ketidakharmonisan  rumah

tangga  Pemohon  dan  Termohon,  akan  tetapi  yang  terpenting  bagi  Majelis

Hakim adalah mengetahui  keadaan senyatanya yang dialami  oleh Pemohon

dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Selain itu pula, mencari

kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak

mungkin  lagi  diharapkan  untuk  dipertahankan  hanya  akan  menimbulkan

pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang.

Hal  ini  sesuai  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  38

K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut

di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta

lainnya.  Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi  keterpisahan hidup yang

jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan

berpisah  tempat  itu  sebagai  ekspresi  dari  perselisihan/pertengkaran  antara

Pemohon dan  Termohon. Konklusi ini membuktikan pula bahwa perselisihan

dan pertengkaran antara Pemohon dan  Termohon terjadi secara terus menerus

hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara  Pemohon dan  Termohon

tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa  kaidah hukum  menyebutkan “dalam hal perceraian

tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan

dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang

perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan

atau tidak”. (vide Yurisprudensi Nomor  534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ; 

Menimbang, bahwa  rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera

akan terwujud jika antara suami istri saling peduli, mencintai dan menyayangi

satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, cinta

dan  kasih  sayang,  maka  dengan  keadaan  hal  tersebut,  kehidupan  rumah
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tangga antara Pemohon dan Termohon tidak akan pernah menjadi kenyataan

sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan

itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga

dari  sikap  Pemohon  sejak  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  hingga

dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap

dari Pemohon untuk rukun kembali dengan  Termohon sebagai suami istri yang

harmonis,  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  keadaan  rumah  tangga

Pemohon  dan  Termohon  sudah  pecah  dan  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan

tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan

Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan,  sehingga  mempertahankan  perkawinan  yang  demikian  tetap

berlangsung  justru  akan  menimbulkan  dampak  yang  tidak  baik  bagi  kedua

belah pihak; 

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan

perbuatan  yang  tidak  terpuji  (abghadul  halāl),  namun  demikian  dalam  hal

sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya

karena  telah  pecah,  sehingga  menimbulkan  mafsadat  yang lebih  besar  dari

maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang,  bahwa  unsur  pokok  tegaknya  suatu  bangunan  rumah

tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.

Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya

tempat tinggal  dalam waktu yang relatif  lama mengindikasikan bahwa ikatan

lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan

telah  lepas  sama  sekali,  sehingga  sudah  tidak  ada  lagi  kecocokan  dan

kesamaan kehendak di antara keduanya; 

Menimbang,  bahwa  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah

hukum “bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup

berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu

pihak  tidak  berniat  untuk  meneruskan  kehidupan  bersama  dengan  pihak

lainnya,  dipandang  sebagai  suatu  fakta  yang  telah  mencukupi  dan  sesuai
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dengan alasan perceraian  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  39  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

sedemikian  rupa  adalah  sia-sia  belaka,  bahkan  apabila  keadaannya  seperti

sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat

tanpa maslahat; 

Menimbang,  bahwa  apabila  dalam  suatu  mahligai  perkawinan  sudah

tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi

antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih

baik,  dan  dalam  hal  ini  majelis  sependapat  dengan  pernyataan  yang

dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas’ud al-Kasani dalam karyanya

Al-Badā’i al-Shanā’i Fī Tartīb al-Syarā’i jilid III halaman 112:

    , تختلف       قد الزوجين لن المصلحة لمكان الصل فى الطلق شرع إن

مصلحة         النكاح يبقى ل الخلق اختلف عند و .أخلقهما

Artinya:  ”Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan.

Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan

itu  tidak  terdapat  lagi  kerukunan  dalam  berumahtangga,  maka  agama

mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan”;

Menimbang,  bahwa  terkait  pertimbangan  di  atas,  majelis  hakim  perlu

mengemukakan  pendapat  ahli  hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni  dalam

bukunya  Maday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalaq Fi al-Syari’ah al-Islamiyyah,

halaman 130 yang kemudian diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis  sebagai

berikut:

لم           و الزوجين الحياة تضطرب حين الطلق نظام السلم اختار وقد

لن               روح غير من صورة الزوج الربظة تصبح وحيث صلح ل و نصائح ينفع يعد

روح             تأباه هذا و المؤبد بالسجن الزوجين أحد على يحكم أن معناه الستمرار

.العدالة

Artinya  :  “Islam  memberikan  solusi  talak/cerai  ketika  rumah  tangga

sudah  dianggap  goncang  serta  dianggap  sudah  tidak  bermanfaat  lagi

nasihat/perdamaian  dan  hubungan  suami  isteri  menjadi  tanpa  ruh  (hampa),

sebab  meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum  salah  satu  suami  isteri
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dengan  penderitaan  yang  berkepanjangan.  Ini  adalah  aniaya  yang

bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam permohonan

dan  persidangan,  Pemohon  menyatakan  sudah  tidak  sanggup  lagi  hidup

bersama  dengan  Termohon  dalam  suatu  ikatan  perkawinan  begitu  pula

Termohon, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Pemohon dan

Termohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya

kembali.  Atas  dasar  tersebut,  Majelis  Hakim  patut  berkeyakinan,  bahwa

betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya,

hanya  akan  menimbulkan  kemudaratan  dalam  rumah  tangganya.  Sesuai

dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya

Fiqh Al- Sunnah  Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan

majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

 ( وتنغصت        (  الخلف اي والنبو الشر زاد بينهما الجمع فى اجتهد فكلما

..المعايش

Artinya :” Jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk

tetap kumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan

bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya

akan berubah menjadi suram”; 

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-

benar  telah  pecah  (break  down  marriage)  dengan  demikian  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena

telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  dan  tidak  ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Petitum Perceraian

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta

sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan

dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah  sesuai  dengan
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sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal

39  Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan jo. Pasal  116  huruf  (f)

instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang

dapat  menjadi  salah  satu  alasan  diajukannya  permohonan  Pemohon  yakni

“antara suami dan isteri  terus-menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan juga

telah memenuhi  ketentuan  Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

2023 huruf C poin 1;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  Majelis  Hakim

berpendapat  permohonan  Pemohon  beralasan  dan  berdasarkkan  hukum,

karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon

dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan

diktum amar putusan “memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil  dengan resmi dan

patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
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3. Memberi  ijin  kepada  Pemohon (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan talak

satu raj'i  terhadap Termohon (TERMOHON)  di  depan sidang Pengadilan

Agama Magetan; 

4. Membebankan Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah); 

Penutup 

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Kamis

tanggal  16 Januari  2025 Masehi,  bertepatan dengan tanggal  16 Rajab 1446

Hijriyah, oleh  Luqman Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs.

Sugeng.,  M.Hum. dan  Hudan Dardiri  Asfaq,  S.H.I.,  M.H.I.  sebagai  Hakim

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh

Ketua  Majelis  dengan  dihadiri  para  Hakim  Anggota  tersebut  dan

dibantu  oleh  Annisa Nur Zamzamah, S.H.  sebagai  Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Luqman Hariyadi, S.H., M.H
Hakim Anggota

Ttd.

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd.

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti

Ttd.

Annisa Nur Zamzamah, S.H.

Hlm.15 dari 16 hlm. Putusan No. 10/Pdt.G/2025/PA.Mgt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Proses : Rp.  100.000,00

3. Panggilan : Rp.  510.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

5. Biaya Sumpah : Rp.     100.000,00

6. Redaksi : Rp.  10.000,00

7. Meterai : Rp.            10.000  ,00  

 Jumlah : Rp.     780.000,00 

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
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